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Abstract

That wagf have been a long time to practise by Indonesian peoples base on customary law systems, a system of
Islamic law and the Indonesian legal system. Because that waqf have been to be oot and culture in people life. The
state so legalitate the waqf practice in regulation of laws on Wagf (Endowments) form.

That waqf have been along time to practise by people in Indonesia base on customary law systems, a system of
Islamic law and the Indonesian legal system. Waqf has been to be root and culture in peole life. The state so
legalitate the wagqf practice in regulation of laws on Waqf (Endowments) form.

In old regulation of laws on Wagf is regulates land wagf only. Since there is of the Act of the Year 2004 on Wagf,
so that discourse development to cash wagf in the fact had to practiced by Indonesian society along time. Although
cash wagf has been accredited in law by state as people laws, but now cash wagf not popular as land waqf. So
benefit of the cash waqf not sustainable for the communities (societies) yet.

Therefore necessary to criticise the regulation of laws on Wagf (Endowments) to connection with authonities of

Badan Wakaf and environment management of cash wagf in Indonesia on development cash wagqf in perspective
Indonesian waqf laws.

Keywords: Development or cash waqf, regulation of laws on Waqf, benefit of a sustainable society
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Abstrak

Wakaf sudah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat di Indonesia berdasarkan hukum adat, hukum Islam dan
hukum Indonesia. Wakaf sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat. Negara kemudian

melegalisasi praktik wakaf tersebut dalam bentuk peraturan perundangundangan tentang wakaf.

Dalam peraturan perundangundangan wakaf yang lama hanya mengatur wakaf tanah. Sejak adanya Undang
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wacananya berkembang kepada wakaf uang yang memang
selama ini juga telah lama dipraktikan oleh masyarakat Indonesia. Walau wakaf uang telah diakui secara
hukum oleh negara sebagai hukum masyarakatnya, namun wakaf uang sekarang belum sepopuler wakaf tanah.
Kemashlahatan (kemanfaatan) wakaf uang juga belum berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh karena itu perlu dikritisi aturan peraturan perundangundangan wakaf yang berkaitan dengan wewenang
Badan Wakaf Indonesia dan manajemen pengelolaan wakaf uang di Indonesia dalam rangka pengembangan
wakaf uang dalam perspektif hukum wakaf Indonesia.

Kata kunci : Pengelolaan Wakaf produktif, Wakaf dalam dimensi ekonomi Islam, Pengelolaan wakaf dalam

orientasi bisnis

A. Latar Belakang hukum Indonesia kewenangannya diatur dalam
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Amandemen Kedua Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur
aspek hukum keluarga yaitu cerai, talak, rujuk,
hak asuh anak, harta gono-gini, dan waris; hukum

Dalam kehidupan masyarakat modern,
hukum merupakan hal terpenting untuk mengatur
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap
negara di dunia memiliki peraturan perundang-

undangan tersendiri. Dalam hukum Indonesia

menerapkan plvalisne hukom yeng bemsl filantropi Islam mencakup hukum zakat, wakaf,

dari hukum Adat yang ada sejak dahulu, hukum infak, dan shadakah; serta hukum ekonomi

Il yang betasal dari Madinah, dan Bulkunm syariah. Dengan demikian legislasi hukum Islam

Barat yang dibawa oleh Belanda. Sistem hukum ke dalam hukum Indonesia ada tiga aspek, yaitu

Indonesia terdiri dari hukum Islam, hukum adat, hukum keluarga mencakup talak, rujuk, harta

dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut gono-gini, hak pengasuhan anak dan waris; hukum

berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia filantropi Islam mencakup infaq, shadakah, wakaf

) : . ser i syari’ah.
sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia dan zakat; serta hukum ekonomi syari'ah

merdeka ketiga sistem dimaksud menjadi bahan Islam adalah agama mayoritas yang dianut
baku dalam pembentukan sistem hukum nasional ~di Indonesia. Oleh karena itu kedudukan
di Tndonesial hukum [slam amat penting dalam menentukan

Hukum Islam termasuk salah satu hukum pandangan hidup serta tingkah laku para

yang berlaku dalam masyarakat modern saat ini, pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama

dan Tslom, sesrupsles, siaem Allsh Swe yang pandangan hidupnya’>. Hukum Islam menjadi
mengatur seluruh bidang kehidupan manusia
yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW.
Salah satu bidang yang diatur adalah hukum?.
Di Indonesia hukum Islam berlaku untuk

penduduk yang beragama Islam. Keberlakuan

bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran
masyarakat tentang pentingnya hukum dan
keadilan. Munculnya era Reformasi (1998),
karena masyarakat menginginkan hukum Islam
dapat mewujudkan keadilan dalam hukum.

LAl 2006, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
> Gemala Dewi, dkk., 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Penada Media Group, Jakarta, Edisi ke-1, Cet.ke-4, hal. 25
3 Yahya S. Praja, 1991, Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (Pengantar), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. vii.
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Legalisasi hukum Islam menjadi hukum
negara menjadi sangat penting. Seiring dengan era
reformasi dan kemajuan zaman praktek hukum
Islam semakin berkembang, meningkat dan
meluas ke berbagai sektor hukum, tidak hanya
di sektor hukum kekeluargaan (ahwalus syahsiyah)
seperti perkawinan dan kewarisan, tapi juga ke
sektor hukum lain seperti hukum hibah, wasiat,
shodaqah, zakat dan bahkan sampai ke sektor
hukum perbankan,* termasuk hukum wakaf.
Perwakafan berasal dari hukum Islam, bukan
dari hukum lain. Wakaf merupakan khasanah
hukum Islam yang terkait erat dengan kehidupan
Islam. Hukum Barat maupun hukum Adat, tidak
mengenal adanya lembaga wakaf (tanah).’ Di
lingkungan masyarakat yang tidak beragama Islam
lembaga wakaf tidak dikenal.

Dari aspek sejarah hukum wakaf di
Indonesia, adanya kegiatan wakaf seiring dengan
perkembangan dakwah Islam di nusantara dan
ajaran wakaf ini terus berkembang pada masa
dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun
pasca kolonial (Indonesia merdeka) ¢. Keberadaan
wakaf yang hidup ditengah-tengah masyarakat
sejak awal masuknya Islam di Indonesia tidak
lepas dari adagium “ubi ius ubi societas”, yang
menggambarkan di mana ada hukum di situ
ada masyarakat. Antara hukum dan masyarakat
tidak akan terpisahkan, hukum hidup dalam
masyarakat, dengan kata lain, hukum baru
hidup apabila masyarakat yang bersangkutan
menjalankannya’.

wakaf  di

menggembirakan dari aspek legalitas hukumnya.

Perkembangan Indonesia
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, sistem ekonomi Islam wakaf
merupakan salah satu instrumen pemberdayaan
ekonomi publik. Institusi wakaf menjadi sangat
penting untuk dikembangkan®. Demi mencapai

tujuan hukum Islam kemaslahatan wakaf, maka
wakaf uang perlu dikelola dan dikembangkan
secara maksimal agar berkelanjutan. Amanat
Undang-Undang Wakaf mengimplementasikan
peran BWI sebagai lembaga independen negara
yang berwenang melakukan pengembangan
perwakafan di Indonesia wakaf uang.

Lahirnya inisiatif untuk membentuk BWI
diwarnai oleh suasana perubahan sistem politik
di Indonesia dari otoritanisme kepada demokrasi.
Dalam konteks ini BWI mencerminkan sernangat
demokrasi dan good governance dalam setiap proses
pembentukan pengelolaan dan pengembangan
organisasi dikemudian hari. Tugas dari pada BWI
tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf Pasal 47 ayat (2), dinyatakan
bahwa BWI merupakan lembaga independen
yang bertugas memajukan dan mengembangkan
perwakafan nasional.

Peraturan perundangundangan wakaf di
Indonesia perlu dikritisi bagi pengembangan wakaf
uang di Indonesia. Pasalpasal dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
berpihak pada satu lembaga sebagai penghimpun
wakaf uang. Hal ini menjadikan wakaf uang tidak
berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjuran,
karena uang tersimpan dan diproduktifkan hanya
untuk keuntungan lembaga keuangan yang di-
maksud. Sementara hasil pengelolaan uarg yang
diberikan kepada Nazhir wakaf uang berupa
return (keuntungan) sangat sedikit sekali.

Oleh karena itu perlu dilakukan studi kritis
terhadap peraturan perundangundangan wakaf
bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia,
yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf dan Peraturan BWI, yang disebut
sebagai hukum wakaf Indoenesia, yang betkaitan
dengan wewenang BWI dan manajemen penge-
lolaan wakaf uang di Indonesia dalam rangka

4 Taufiq Hamami, 2003, Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tata Nusa, Jakarta, hal. 34.

5 Ibid., hal. 35.

6 Tholhah Hasan, 14 Maret 2008, Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia,

http://bw.indonesia.net/index., diakses 25 Nopember 2008.

7]oni Emirzon, 2000, Hukum Bisnis Indonesia, Edisi ke-1, Cet.ke-1, PT. Prenhalindo, Jakarta, hal. 2
8 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen
Agama Republik Indonesia, 2006, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Edisi ke-2, Cet.ke-2, Jakarta, hal.38
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pengembangan wakaf uang dalam perspektif
hukum wakaf Indonesia. Potensi wakaf uang
vang besar belum dikelola secara produktif dan
profesional yang menghasilkan keuntungan yang
berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat. Hal
ini dikarenakan peraturan perundang-undangan
wakaf hanya memberikan peluang pengelolaan
wakaf uang hanya pada satu lembaga.

B. Kerangka Teori
Penerapan hukum Islam di tengah kehidupan

masyarakat dapat menggunakan teori-teori yang
sudah berkembang, seperti teori kemaslahatan.
Hal ini dilakukan dalam upaya pengembangan
pemikiran hukum Islam di Indonesia yang
berbasiskan yang
berkelanjutan. Aturan hukum dalam nash dapat

kemaslahatan  masyarakat
diwujudkan dengan baik sesuai dengan tempat
dan zaman dan menjadikan hukum Islam sebagai
hukum yang mapan dalam masyarakat menjadi
sebuah keniscayaan.

Teori kemaslahatan dalam hukum Islam
berbicara tentang kemaslahatan sebagai tujuan
hukum. Kemaslahatan sering disebut dengan
istilah mashlahahmursalah. Prinsip kemaslahatan
(mashlahah) ilahiyah,

diimplementasikan ke dalam prinsip dasar atau

bersumber dari nilai
asas yang lebih konkret terhadap bidang hukum
[slam. Kegunaan prinsip kemaslahatan dalam
menjalankan segala aktivitas dan usaha, pada
intinya memberikan maslahat (skala prioritas)
berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua
elemen, semaksimal mungkin menghindarkan
kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga

pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.’

Kemaslahatan  sebagai  prinsip  yang

diutamakan dalam hukum Islam, karena

kemaslahatan sebagai tujuan untuk memberikan

manfaat, faedah, dan kebaikan pada masyarakat.
Mashlahah mursalah adalah prinsip kemaslahatan

atau kebaikan digunakan dalam menetapkan
suatu hukum Islam, mengandung arti suatu
perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat)."
Mashlahah Mursalah, ialah menetapkan suatu
hukum bagi masalah yang tidak ada nash-nya dan
tidak ada ijma’ berdasarkan kemaslahatan murni,
atau masalah yang tidak dijelaskan syari’at, dan
dibatalkan syari’at.

Tujuan hukum Islam secara umum
memberikan kebaikan bagi pemeliharaan jiwa,
akal, dan harta benda.
Maslahah merupakan tujuan syariat adalah

tegaknya kehidupan duniawi demi tercapainya

agama, keturunan,

kehidupan akherat.!! Kemaslahatan pada tataran
ini adalah menjaga harta wakaf berupa uang untuk
dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat.
Diperlukan pengembangan wakaf uang di
Indonesia yang profesional dan tepat guna. Dalam
hal ini peran peraturan perundang-undangan
wakaf di Indonesia sangat penting sebagai amanat
undang-undang (das sein) yang perlu diwujudkan
pada tatataran praktiknya di masyarakat (das
sollen). Namun apabila kemaslahatan tidak
terwujud, perlu dilakukan kajian (studi) bagi
peraturan perundang-undangan yang dimaksud
demi tercapainya amanat undang-undang.

Penggunaan teori Kemashlahatan  (al
mashlahah almursalah) dipakai dalam rangka
kebaikan

masyarakat sebagai alat asah untuk mengkritisi

mencapai atau kemanfaatan bagi
peraturan perundangundangan wakaf bagi
pengembangan wakaf uang di Indonesia. Teori
mashlahah mursalah merupakan teori hukum
[slam vang sering digunakan dalam mencapai
tujuan syari'at (maqasid asysyari’ah). Legalisasi
hukum perdata umat Islam ke dalam peraturan
perundangundangan di suatu negara termasuk
Indonesia, menggunakan prinsip kemaslahatan
bagi
perundangundangan. Sendisendi utama hukum

sebagai dasar pembuatan peraturan

9 M. Arfin Hamid, 2008, Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di
Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 22.

10 GKhairu Umam, at.al., 1998, Ushul Figih I, Cet.ke-1, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 135

UM, Arfin Hamid, 2008, Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukun Islam di
Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 22.
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Islam ialah memelihara kemashlahatan seluruh
umat manusia.'?

Tujuan hukum Islam terhadap kemaslahatan
wakaf uang adalah untuk dapat memberikan
kemaslahatan bagi manusia. Untuk tercapainya
tujuan wakaf uang maka perlu melakukan
pemeliharaan aset benda wakaf uang. Peran
peraturan perundangundangan wakaf Indonesia
dalam hal ini sebagai penglima hukum yang
wakaf
uang di Indonesia. Peran BWI yang berwenang

memayungi  legalitas pengembangan

melakukan  pengembangan  perwakafan  di
Indonesia, fungsi LKS-PWU lembaga penerima
dan pengelola wakaf uang di Indonesia, serta
bentuk pengelolaan yang tepat dan profesional
bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Hal
ini diperlukan untuk tercapainya tujuan hukum
wakaf uang bagi kemaslahatan masyarakat secara
berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta
kesejahteraan sosial sesuai dengan peruntukan

harta benda wakaf uang tersebut.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian
hukum menggunakan tipe penelitian bersifat
eksploratoris. Penelitian dilakukan untuk mem-
peroleh keterangan, penjelasan dan data yang
belum diketahui, karena pengetahuan tentang
gejala yang diteliti masih sangat kurang atau
tidak ada sama sekali,® yaitu bahan hukum
tentang lembaga Nazhir wakaf uang yang diberi
wewenang oleh negara yang tertera dalam
peraturan perundangundangan wakaf bagi
pengembangan wakaf uang masih sangat sedikit
di masyarakat. Meskipun bahan hukum dari tipe
eksploratoris sedikit, namun diperlukan untuk
dapat menjelaskan permasalahan hukum secara
empiris.

Untuk melengkapi informasi

penelitian
menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain
(pendekatan interdisipliner), yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach) berupa
legislasi dan regulasi yang mengatur aspek
pengembangan wakaf uang di Indonesia.
Pendekatan dengan menggunakan legislasi
dan regulasi,* dikonsepkan sebagai hukum
wakaf Indonesia. Penelitian terhadap peraturan
perundangundangan tentang wakaf dimaksud-
kan untuk mengetahui peraturan yang berkaitan
dengan aspek pengembangan wakaf uang di
Indonesia berdasarkan asas keadilan hukum,
asas manfaat dan pertanggungjawaban hukum.
Sehingga diketahui pengembangan wakaf uang di
Indonesia berdasarkan hukum wakaf Indonesia
yang disebandingkan dengan praktiknya di
masyarakat  dalam  rangka kemashlahatan
masyarakat yang berkelanjutan. Kemashlahatan

sebagai asas dan prinsip hukum Islam.

D. Pembahasan

Kajian kritis terhadap peraturan perundang-
undangan wakaf bagi pengembangan wakaf uang
di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI
yang disebut sebagai hukum wakaf Indonesia
dalam rangka kemashlahatan masyarakat yang
berkelanjutan. Pembahasan berkaitan dengan
wewenang BWI dan manajemen pengelolaan
wakaf uang di Indonesia dalam rangka
pengembangan wakaf uang dalam perspektif

hukum wakaf Indonesia.
1. Wewenang Badan Hukum Indonesia
dalam Hukum Wakaf Indonesia

Dalam alQur’an tidak menjelaskan aspek
kewenangan Nazhir dalam I[slam. Agar wakaf
uang tertata dengan baik, diperlukan manajemen

12 M. Yusuf Musa, 1956, Op.Cit., hal. 61, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, Ahmad Azhar Basyir, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat

(Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, hal. 57

B Mely G. Tan, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT.

Gramedia, Jakarta, hal. 42

14 porer Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 97. Produk yang merupakan
beschikking/decree yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam
pendekatan perundangundangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan jenis dan hierarki Perundang-
undangan Republik Indonesia yaitu UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

97



Volume 9 No. 2 Edisi Juli 2016 Hal 93-112

pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
Untuk itu diperlukan suatu proses administrasi
yang baik dan benar. Allah SWT berfirman dalam
al-Qur’an :

-

s 88 fad Jat ) s 220105 05 ek 5l 2T
; s 2 2 % P o 8 P
W oale WK of L Ob Y JL LSS
b o Y3 4 a0 g B e 0 Juadly L5

Arti: Wahai orang-orang yang beriman.
Apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis diantara kamu menuliskannya dengan
benar. Janganlah penulis menolak untuk

telah
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah

menuliskannya sebagaimaan Allah
dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya,
dan janganlah dia mengurangi sedikitpun

daripadanya ... * (QQS. al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut sebagai landasan hukum bahwa
tanda bukti dalam bertransaksi mu’amalah sangat
penting. Khusus masalah utang piutang yang
dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan masing-
masing pihak. Al-Qur’an mengatur secara umum
hukum wakaf sebagai sebuah amal kebaikan.
Perintah berwakaf berdasarkan pada pemahaman
teks ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw
secara tersirat, karena dalam ruang lingkup
muamalah berlaku kaedah kebolehan. Dalam
hukum Islam, halhal yang berkaitan dengan
mu’amalah (ekonomi Islam) dapat diterapkan
dan dikembangkan dengan syarat sesuai dengan
prinsip-prinsip syari’ah.

Penulisan dalam perjanjian yang dilaku-
pihak

Perjanjian kontrak wakaf memerlukan penulisan

kan oleh para sangat  diperlukan.

(administrasi) yang baik, dapat menghindar-
kan sengketa dikemudian hari dan terciptanya
keadilan serta kerelaan antara pihak antara
wakif, Nazhir dan mauqufialaih. Badan Wakaf
Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia
memerlukan tata kelola penulisan (administrasi)
yang baik.

Wakaf dapat dilaksanakan apabila telah
memenuhi unsur wakif, Nazhir, harta benda
wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf,
dan jangka waktu wakaf.” Wakif, adalah pihak
yang mewakafkan harta benda miliknya.’® Nazhir,
adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan
sesuai dengan peruntukannya.” Harra benda
wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya
tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang
serta mempunyai nilai ekonomi menurut svari’ah
yang diwakafkan oleh wakif.*® Badan Wakaf
Indonesia, adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia.”

Badan hukum sebagai Nazhir dalam Undang-
Undang Wakaf yaitu badan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ yang berkaitan
dengan Nazhir meliputi perseorangan, organisasi

badan

wewenang untuk membuat

dan hukum. Negara memberikan

keputusan dan
berhak melimpahkan tanggung jawab kepada
perseorangan, organisasi, dan badan hukum
sebagai Nazhir untuk melakukan pengelolaan

wakaf uang.

Pasal 10 ayat (3) huruf b menyatakan badan
hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlakuy;
dan badan hukum yang bersangkutan bergerak
di bidang sosial, pendidikan, kemasvarakatan,
dan/atau keagamaan Islam. Badan hukum yang
dimaksud adalah yayasan.

16 Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia,

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hal. 58.
17 Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, Pasal 6
18 Ibid., Pasal 1 Ayat (2).
19 Tbid., Pasal 1 Ayat (4)
0 7pid., Pasal 1 Ayat (5)
2 bid., Pasal 1 Ayat (7)
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